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ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materil atas Pasal 15
ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia terkait dengan Eksekusi Jaminan Fidusia, Khususnya
berkaitan dengan kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan dalam
perjanjian pinjam meminjam antara debitur dengan pihak Perusahaan Pembiayaan
sebagai kreditor. Mahkamah Konstitusi meIaIU| Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-XVI11/2019 (R VII/2019) tentang Eksekusi
Jaminan Fidusia : MTA&%DAQ, ¢ e ksanaan eksekusi
terhadap benda ya 1jadiRe 4 Ang objek tersebut
tidak diserahkan sg blaskan pada amar
PMK No. 18/PU@EXVI11/2019. Nag ¢ i 3gh saja ditemukan
pelaksanaan eksek§s jami i 3 etentuan PMK No.
18/PUU-XVI11/201 kan permasalahan
sebagai berikut: 8/PUU-XV11/2019
pada Perusahaan P dala yang dihadapi
oleh Perusahaan P geri Padang dalam
Pelaksanaan PM upaya Perusahaan
Pembiayaan di Ko mengatasi kendala
yang ditemukan 11/2019. Metode
penelitian yang di Diris. Penelitian ini
bersifat deskriptify eroleh  kesimpulan:
pertama, PMK N an Fidusia belum
terlaksana secara m§y ota Padang terbukti
dengan masih ditemuks penggunakan jasa pihak
ketiga untuk melakukan eksekD® nan dan bukan melalui proses
permohonan eksekusi jaminan fidusia ke Pengadila Negeri Padang; kedua, secara
garis besar ada 4 kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan maupun
Pengadilan Negeri Padang diantaranya debitur tidak memahami bahwa dirinya telah
wanprestasi, debitur yang tidak kooperatif, proses berperkara di pengadilan yang
panjang, menyita energi dan juga biaya, Pengadilan Negeri kesulitan menemukan
Objek Jaminan Fidusia, dan lain-lain; ketiga, upaya yang dilakukan berupa
permintaan bantuan pengamanan lapangan kepada pihak Kepolisian RI, pemberian
pemahaman mengenai cedera janji oleh kreditor kepada debitur, menggunakan
barang yang senilai dengan Objek Jaminan Fidusia yang diperkarakan untuk
pelunasan utang debitur.
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